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BU PATI BANYUASIN 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
PERATURAN IJUPATI BANYUASIN 

NOMOR 18 TAIIUN 20?. I 

TE:NTANO 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANOOARAN PENDAPATMI 
DAN OELANJA DESA l<ABUPATEN OANYU1\SI N 

TAHUN ANGOARAN 202 1 

DENG/\N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

n. bahwa untuk mclaksnnakan ketentuan Pasal 3 I ayat (?.) 
Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 20 Tahun 2018 
tentnng Pengelolaan Keuangan Deso, pcrlu menetapkan 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 202 1: 

b. bah,ya benlasarkan pertimbangan sebaigaimana dimaksud 
dale.in huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
DesJ Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 . 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabllpaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Sela.an 
(Le~baran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Namer 19. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4181 ): 

2. 

3 . 

4 . 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua.,gan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 17 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4255); 

Undllng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 No~or 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495): 

Um.lang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t,entnng Pemenntahan 
Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik lna:lonesiu Tnhun 201 4 
tlomor 244, TambAhan Lembnrnn Negnrn Repubhk lndonestt\ 
Nomor 5587) sebngnimnnn tclnh d1ubuh beberapa kdlt. 
tcrnl<hir dcngnn UnclnnR·Unclnng Nomor 9 Tahun 2015 
1c n11tng Pcrubnhnn l\cdu11 ,\II\:\ Umlnn -Uml,ui Nomor 2J 
Tul11111 201 •I tcn111nR P1:mcrin t11hnn D11crnh (Lernb«ran Ne ura 
Rcpuhlll< lndonc1du '1'11hun 20 15 Nomor 53, Tnmbt\ht\n 
Lr.1nharn11 N1:go111 Repuhllk lmloncsln Nomor 5679). 

-\-
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5. Pera tu ran Pcmcrintnh Nomor 43 Tahun 20 14 ten tang 
Peraturan Pelaksa11aan Unc1Rng-UndRnP, Nomor G Tahun 
2014 lcntnng Dcsn (Lemlmran Ncgnrn Rcpuhlik f ndonc!'lirt 
Tahun ?.0 I •t Nomor 123, Tnmbahnn Lcmbornn Ncgnm 
Rcpublik Indonesia Nomor 5539) scbngnlmAnn tclnh cJiubah 
bebcrnpa kali, teral<hir clengan Peraturnn Pcmcrintah Nomor 
11 Tnhun 2019 ten tang Pcrubahan KccJuo Atos Pcrnturan 
Pcmcrintah Nomor 43 Tahun 201'J tcntnng Pcraturnn 
Pelal<sanaan Undang-undnng Nomor 6 Tahun 2014 ten tang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 
Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

6 . Pcraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nombr 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentnng Dana 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T:ihun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Pcraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 114 Tahun 2014 
temang Pedoman Pcmbangunan Dcsa (Serita Negara Repub\ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
ten tang Kcwenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20l6 Nomor 1037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pcngclolaan l(cuangan Dcsa (Serita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan

1 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 

Pcnggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Serita Negara Republik 
Jno9nesia Tahun 2020 Nomor l 035); 

12. Per1turan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 
lno4nesia To.hun 2020 Nomor 1641); 

I 
13. Pcraturan Kepnla Lcmbngn Kebijnkan Pengadmm 

8Rrltng/ Jasn Pemcrintnh Nomor 12 Tnhun 2019 tentnng 
Pcclbmnn Pcnyus11nnn 'l'ntn Cnm PenRnclnnn Bnmn~/ Jnsa di 
D1:Rn (0<:ritn Ncgnrn Rrp11hlil< ln<lonesin Tnhun 2019 Nomor 
I +1!5), 

H . Pcraturun Dncroh No mor 2 Tnhun 2016 tc:nrnnR 
l't rncnntnhnn D t•H1t (Lcmhnrnn Dncruh l\1\llup1ucn Onnyunsin 
TAh1111 :20 1(, No1nor 1 , 'l'n111hnh1u1 Lcmlmmn Dncrnh 
l<nl>upntt·n l11111y1111ui11 T11h11n 10Hi Nomor 05J): -\ _ 
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I 
15. Pcraturan Doerah Nomor IO Tahun 2016 ten tang Tata Cara 

Pcmbcnlul<An, PcngtlRpusan clan Penggabungan Desa scrta 
Pcntbnhan StRlus Desf\ Menjadi Kclurahan (Lcmbarn.n Daerah 
Kal>upalen Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lcmbaran Dncrnh l<abupatcn Bonyuasin Tahun 2016 Nomor 
060); 

16. Peraturnn Ducrah Nomor 18 Tahun 2016 tcn tang 
Pembcntul<an dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18) 
sebagaimana tclah diubah dcngtm Pcraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2020 tentan g Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahµn 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3); 

I 
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Le~baran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 

1 O); I 
18. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2019 Nomor 9); 

20. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasa.rkan Hak Asal Usu! dan 
Kew~nangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyuasin 
(Serita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 88); 

21. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Serita Daerah Kabupaten 
Banvuasin Tahun 2020 Nomor 274). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATJ\N DAN BELANJA DESA KABUPATEN 
BANYUASIN TAHUN ANGOARAN 2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pfraturan Bupati inl yan g dimnksud dengan : 

J. Dncrah adalah Dnerah l<nbupntcn Bnnyunsin. 

2 . PeT71erlntah Dacrah adRlnh Oupati sebngni unsur 
penr,elcnggorn Pemerintnhnn Dncrnh y~ng_ memimpin 
pelQl<sanaflln urusnn pemerlntnhnn ynng me1\)nch kewennngan 
daerah otonom. 

3. f3uf)atl ndnlnh A11pntl nnnyunsln. 

4. CnrnaL acluluh pemlmpln l<eco111ntn11 ynng btirncln <Ii bnwn_h 
dim ht:nnnggung Jnwnh 1.cpndn nupml mcll\llli Sckn:tun::. 
D,H:rfJh . -\ -
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6. 

7 . 

S. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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I 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
bat!s wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
merlgurus urusan pemedntahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asaJ usul 
danl/atau hale tradisional yang diakui dan dihormatl dala~ 
sistbm pemcrintahan Nega ra Kesatuan Rcpublik Indonesia. 

Pemerintah DesA Adelah kepala Desa atau yang discbut 
dcngan nama lain dibantu pcrnngkat Dcsa sebagai unsur 
pcn~elenggara Pcmcrintahan Desa. 

PemerintRhRn DesR adalah penyelenggaraan urusan 
pcmcrintahan dnn kcpcnlingan masyarnlcat setcmpa t da lam 
s,. 1cm pemt'rin tahnn Negara l<csat11Rn f~cpublik lnc.lonesiH. 

Badan Pcrmusyawnratan Desa yang sclanjutnye cJisingkat 
SPQ ata u yang dise bul cl,engan namn lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintnhan yang a nggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwa kilan wilayah dan d itetapkan secara demokratis. 

Lerrtbaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dlbentuk oleh 
masyarakat sesuai dcngan kebutuhan dan merupakan mitra 
penjerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
ale}} Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

I 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
AP~Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
Deja. 

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dit~tapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD. 

Pcrhturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 
kep1ala Desa dan bersifat mengatur. 

I 

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat 
ko~krit, individual, dan final. 

' 
Keuangan Desa adala h semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesu atu berupa uang 
dan barang yang bcrhubu ngan dengan pelaksanaan ha k dan 
kewajiban Desa. 

Pengelo laan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
ya ng meliputi pcrencanaa.n, peluksnnnnn, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawabnn keuangan Desa. 

17. Rencana Pembansunnn Jangkn Menengah Desa ynng 
seJJnjutnyn dlsinglcnt RPJM Desa adnlah dokumen 

I 

perI:_ncanaan desa untuk periode 6 lennrn) tnhun. 

18. Re cuna Kcrja Pemerlntnh Deso, selnnjutnyn disebut RKP 
De a, aclalah ptmjubnran dnr i Rcncnnn Pembnngunnn Jnngkn 
Mchcngah De1H1 untulc janglm wnktu l lsntu) tnhun. -\ 

I -
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19. Pendapatan RclAlah semua pcncrimaan Desa dalom 1 (satu) 
tnhun anggnrnn yAng mcnjatli hak Dcsa den ticJak perlu 
tlikembalikan oleh Dcsa. 

I 

20. Bcla~~n Dcsa adalah scmun pengcluaran yang merupakan 
kcwlaJtban Dcsa dalam l (satu) tahu n anggaran yang tidak 
C\lcnn ditcrimn kembali olch Desa. 

21 . P~rrlbiayaan D~sa adalah semua penerimaan yang pcrlu 
d tbAyar kembah dan /atau pcngeluaran yang akan ditcrima 
kembali , bnik pada tahun anggaran yang bcrsangkutan 
maupun pada tahun anggaran berlkutnya. 

22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 
pen~apatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan 
bel~nja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiaya i penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pembcrdayaan masyarakat. 

23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam 
anggaran pcndapatan dan bclanja daerah kabupaten / kota 
set~lah dikurangi Dana Alokasi Kh usus. 

24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
sclanjumya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang 
karcna jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

25. Pelaksana Pengelolaan Kcuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah pcrangkat Desa yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepaJa 
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PI<PKD. 

I 
26. l<epala Desa adalah kepaJa pemerintahan desa yang dipilih 

langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa. 

27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Oda dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan. 

28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipFnuhi dalam satu tnhun nnggaran. 

29. Sioa Lebih Perhitungon Anggamn yang selanj utnya disebut 
SiLPA adnlah sclisih leuih rcnlisnsi penerimaan dun 
pcngeluarnn nnggnran selamn sntu periode anggnmn. 

30 . Do~urncn Pclal<s1rnn11n Anggnrnn ynng sclnnjutnyn ctis ingkat 
Dl'A ndalAh clol<umcn ynng memunt rinclnn setiap kegiatnn, 
J 11 Jm,,r:11l ) ,111g d isnlinknn, <tun rcncnnn pl·nuriklln unn.\ 
u 11llil< l<eK1n11u, ynns nlm11 ctilnksnnnkrm l>c rda snrknn 
k1·~intr111 yang tclnh cl11ctnplrn11 clnhun t\l'l1Dcs11 . 

Dlplndal dengan CamScanner 



J I. 

(i 

Dol<jImcn l'c lnlts1111nnn Pcrul,nh,u1 1\ngpnrnn yang 9c1nnjutnyn 
df~h\glwl DPI'/\ ntlnlnh dol<L1111c11 yon;: mcmunt ricrubAhAn 
rinc/1111 lccginIn11, rrnggurnu yang dlscdFnknn dAn rcncAMI 
pc11~1i lrnn t1,.u1n untuk l<cglntun ynng nkan c.J llnk~Annlrnn 
bcrdnsn rlrn11 l<cginlnn .vnng lclnh <lltctnpknn clnlnm f'cru nnhn n 
I\PIJbcsn dn11 /cll11u Pcrubnhan Pcnjnbarnn /\PBDc!'ln. 

3?.. Dolrnmcn Pclnlrnunnon /\nggurnn l.nnjutcrn yang sclHnjutnya 
di~lir-\nkn t D I'/\!. ndnlnh tlokumcn yang mcmuat kcglaton , 
nnggurnn dun rcncnnu pcnar lkon dana untuk kegiatan 
lnnjurnn yang anggruannya bcrasal dari SiLPA tahun 
l\nggnrnn sebclumnyn . 

33. Pcngadann barang/jasa Desa yang sclanjutnya dlsebut 
dcngan pengadaan barnng/ jasa adalah kegiatan untuk 
mefflpcroleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 
dila~ukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/ jasa. 

34. Renb m a Anggaran Biaya sclanjutnya disebut RAB adalah 
dokimen yang berisl rincian objek belanja pada setiap 
kegibtan Desa pada APBDesa. 

35. Bad~n Pengelola Kcuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
dise

1
lmt BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Banyuasin. 

36. Badb Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 
Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan 
Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Penelitian dan Pengembangan Kabupatcn Banyuasin . 

37. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 
disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Banyuasin. 

38. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
desa/lembaga desa uncuk mencapai sasaran dan tujuan serta 
mempcroleh alokasi anggaran a tau kegiatan mayarakat yang 
dikoordinnsikan olch pemerintah desa. 

39. 

40. 

Kegjatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
pemerin tah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
ter4kur pada suatu program dan terdiri dari sekumpula n 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk perala tan 
dari teknologi, dana, atau l<ombinasi dari bebernpa atau 
keskmua jenis sumbcr dnyn tersebut sebngai masukan (input) 
untuk menghasill<an keluaran (output) dalnm bentuk 

l banmg/jasa. 
Ped~man Penyusunan APBDesa aclnlah pokok pokok 
ketiijakan sebagAi petunjul< dan arah bag; pemerimah Desa 
dol~m pcny usunan, pcmbnha~an clnn penernpnn APBDesn. -\ _ 
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BAB 11 

I 
Pcdoman 
meliputi: 

PEDOMt\N PENYUSUNAN APBDESA 

PasaJ 2 

pcnyusuna n APBDesa Tahun Anggaran 202 1, 

n. Sinkronisasi l<cbijal<an Pemerinta h Dcsa dcnga n 
Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah · 

b. Ptinsip Penyusunan .I\PBDesa; ' 
c. l<ebijakan Penyusunan /\PBDesa; 
d Teknis PcnyusunRn APBDesa; d,rn 
e. I IHI-hat Khusus Lamnya. 

(2) l,ctenruan mengenai uraian pedoman penyusunan APBDesa 
Tahun Anggaran 202 l sebngaimana dimaksud pacla ayat ( J l 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahka n dengan Peratura n Bupati ini. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 3 

BeIJ nja Desa yang ditetapkan dala m APBDesa digunakan 
denfan ketentuan : 

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 , 
mel1puti: 

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah 
anggaran belanja desa untuk mendanai : 
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja 
I operasional Pemerintahan Desa dan Insentif rukun 
1 

tetangga dan rukun warga; 
2. Pelaksanaan pembangunan desa; 
3. Pembinaan kemasyarakatan desa; 
kJ. Pemberdayaan masyarakat desa. 

b. Paling banyak 30% (tiga puluh pcrsen) dari jumlah 
bggaran belanja desa untuk mendanai : 
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, 

1 Sekretaris Oesa dan Perangkat Desa lainnya, dan 
2. Tunjangan dan operasiona l Sadan Permusyawaratan 

Desa. 
Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) di Juar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan 
tanah bengkok atau sebutan lain. 
Hasil pengelolaan tanah bengkol< a ta u sebutan lain 
se baga imana dimaksud pada ayat 12) clapat digunakan untuk 
tarriba han tunjangan l(epnla Desa, Sekretoris Desa, dan 
Pcra ngl<a t Desa lainnyA selain penghasilan tetap dan 
tunjangan Kepala Desa, Sekreraris Desa dan perangkat desa 
Ja i~nya scbagaima d ima lcsud pad a ayat ( 1) huruf b angka l 

I ~ -
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01\B Ill 
l{ETENTUI\N PENUTUP 

Pasal 4 

Pada sa~t Peraturan Bupali lnl mula i berlaku, Pcratu ran Bupati 
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapainn dan Belanja Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 
Anggararl 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 
Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

I 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
l(abupaten Banyuasin. 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pada tan al ~~ JtH111tH 1 2021 

/( BUPAT B NYUASIN, ~ 

) ( 

~-- H. 

I 

Diundangkan di Pangkal~ Balai 
pada tanggaJ J,t, ..}ll'IVIHI 2021 

l 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA'I'EN BANYUASIN, 

¥ 
H. M. SBNEN HAR 

I 
SERITA i DAERAH KABVPATEN BANYUASlN TAHUN 2021 
NOMOR1 18 
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